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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah 

(BNND) dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang atas Kejahatan 

Narkotika adalah dengan cara : 

a. Mengumpulkan keseluruhan Data dari PPATK  

b. Melakukan Pelacakan atas Rekening yaitu Badan Narkotika Nasional 

Daerah (BNND) terlebih dahulu dapat melakukan pelacakan atas 

keseluruhan rekening yang dimiliki, yang dimana biasanya rekening 

tersebut tidak hanya satu bahkan lebih dari satu dan kemungkinan 

rekening tersebut bukan atas nama sendiri. 

c. Penyitaan asset yaitu dimana BNND akan melakukan penyitaan asset 

dapat berupa rumah, emas, mobil, dll.  

d. Pemblokiran rekening yaitu dilakukan apabila keseluruhan dari semua 

rekening yang dimiliki telah dilakukan penyitaan dan telah terbukti 

melakukan pengelapan harta/asset. 

B. Saran 

 Bertitik tolak kepada hasil kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan 

beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

terlibat penggungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kejahatan 

Narkotika antara lain: 
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1. Perlu adanya peningkatan bukan hanya dari cara-cara efektif dalam 

menangani kasus TPPU, tetapi juga harus ada peningkatan jumlah Sumber 

Daya Manusia yg mampu membantu di dalam peningkatan kinerja dan 

mampu untuk lebih cepat terselesaikannya kasus-kasus narkotika 

khususnya pada TPPU. 

2. Diharapkan kepada BNN pusat yaitu BNN Jakarta mampu memberikan 

kewenangan terhadap keseluruhan BNNP seluruh Indonesia, tidak hanya 

melibatkan 10 BNNP saja, namun melihat kinerja BNNP lainnya, 

diharapkan BNN Jakarta mampu memberi kewenangan kepada seluruh 

BNND yang ada di seluruh Indonesia dalam menangani kasus TPPU. 

3. Diharapkan Kepada Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) baik di 

Provinsi/Kabupaten harus mampu memberi penyuluhan juga terkait 

mengenai peredaran gelap Narkotika yang berujung terdapat Tindak 

Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga masyarakat mengerti mengenai 

bahaya Narkotika dan juga mengerti mengenai Peredaran gelap yang 

menyebabkan terjadinya TPPU.  
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